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BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 1{7. TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a.

—

BUPATI BARITO UTARA,

bahwa dalam rangka tercapainya sinergitas Kebijakan
dalam melaksanakan pembangunan daerah yang
berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan
pengawasan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-
undangan, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah sebaga: penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Penetapan Rencana Pembangunan Daerah,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Barito Utars;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2025;

Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9} sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820,



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757});

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
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13.

14.

15.

16.

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402};

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322};

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88};

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah {RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Utara Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomeor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



17.

18.

Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Baritc Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Baritc Utara Tahun 2019
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Daerah
Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Baritc Utara Tahun 2022 Nomor 1
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2,

3.

Daerah adalah Kabupaten Baritc Utara.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyclenggara pemerintahan daerah yang memimpin
peclaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah
otonom.

Bupati adalah Bupati Barito Utara.
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(1)

(2)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJPD adalah Dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluhj tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk 1 (satu) tahun.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati
dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas
menylapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah
dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya
disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Pendapatan
Daerah Kabupaten Barito Utara.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda
Litbang adalah Badan Perencana Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barito Utara.

BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 disusun mengacu kepada Peraturan
Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2024-2026.

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai pedoman bagi:

a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Tahun 2025; dan

b. PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
dalam menyusun RKPD Tahun 2025.



(1)

(2)

(3

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {RAPBD) Tahun
2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2} huruf
a, menggunakan RKPD Tahun 2025 sebagai acuan
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) yang
selanjutnya dibahas bersama TAPD dengan Badan
Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Barito Utara.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat {2} huruf b, menggunakan RKPD Tahun 2025 sebagai
bahan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
{RKA) Perangkat Daerah.

Pasal 4

Perangkat Daerah membuat laporan Kinerja triwulan dan
tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan
indikator kinerja masing-masing prograr.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Kepala BPKA dan Kepala Bappeda
Litbang paling lambat 10 ({(sepuluh) hari setelah
berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan
pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran
tahun berikutnya yvang diajukan oleh Perangkat Daerah
yang bersangkutan.

Pasal 5

Bappeda Litbang melakukan verifikasi terhadap Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2025
berdasarkan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025.

(1)

(2)

Pasal 6

RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025, sebagai
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun, yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 22 Juli 2024

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD
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Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 2% Juli 2024
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BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024 NOMOR ‘\i



